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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 222/PMK.07/2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
183/PMK.07/2014 TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL

DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS
MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 dan Pasal
106 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri
Keuangan menetapkan Batas Maksimal Kumulatif
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah setiap tahun;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah
Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah,
Menteri Keuangan menetapkan Batas Maksimal
Kumulatif Pinjaman Daerah setiap tahun;
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Mengingat

Menetapkan :

c. bahwa kondisi perekonomian saat ini yang kurang baik
sehingga berpengaruh terhadap besaran kumulatif
defisit APBN dan APBD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Perubahan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun
Anggaran 2015;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah
Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4287);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
183/PMK.07/2014 TENTANG BATAS MAKSIMAL
KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS
MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 183/PMK.07/2014 Tentang Batas Maksimal
Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja
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